BUPATI GORONTALO |
PROVINSI GORONTALO Y

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO,

Menimbang: a.bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan electronic government (e-government), maka
diperlukan optimalisasi pemanfaatan website sebagai media
resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan
berbagai informasi Pemerintahan kepada Masyarakat;

b. bahx;va sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Gorontalo,
diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo dalam penyediaan data dan informasi,
untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan
peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang

Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) ;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846) ;

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Insransi
penyelenggara Negara (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor
209y);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016

tentang susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016

Nomor 9);

- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata

kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

(Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor
48)
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Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG
PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Goronzalo.

4. Wakil Bupati adaiah Wakii Bupati Kabupaten Gorontalo.
S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

10.

Gorontalo.

. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah  unsur  pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas ,Badan, Bagian,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus Urusan Pemerintahan,kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem Permrerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Regsitrar Nama Domain Instansi adalah pejabat yang

menyediakan, melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran

Nama Domain Perangkat Daerah dan Desa.

. Standarisasi situs web pada internet adalah standar-standar

dalam pembangunan maupun pengembangan situs web pada
internet yang dikelola oleh masing-masing OPD.
Website atau situs web adalah kumpulan halaman yang

menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau
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gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari
semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang
membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait
dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-
jaringan halaman (hyperlink).

11. Domain name atau nama domain adalah alamat unik di
dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi
sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah
alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website
pada dunia internet.

12. Sub Domain adalah bagian dari domain. Subdomain biasanya
digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website.

13. Web hosting adalah ruangan yang terdapat dalam harddisis

tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data

email, statistik, database dan lain sebagainya yang akan
ditampilkan di website

14. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan
penyedia jasa layanan koneksi internet.

15. Database atau basis data adalah susunan record data
operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan,
yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan
menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi
informasi yang optimal yang dibutuhkan olehpara pengguna

@V 16. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan

pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari
suatu halaman.

17. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk
menentukan halaman muatan atau data yang di tampilkan,
serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.

18. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan,
standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum.

19. Struktur content adalah penggambaran mengenai isi/konten
dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling
berhubungan

20. Platform adalah komponen-komponen dasar dari sistem

komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur

KGRG5 ] skPD] As2 | seion [wapup
21k i 4




l‘\

g komputer dansistem operasi, yang mendefinisikan
operasional dan kompatibilitas sistem.

2]. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi,
kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data. .,

22. Security adslah keaman yang menjamin sumber daya tidak
digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki
otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis,
manajerial, legalitas dan politis

23. Collocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan
prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus
sehingga perangkat-perangkat keras komputer (server) dapat
ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal
dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk
perangkat keras pelayan suatu situs web.

24. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang di lakukan di
mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu situs web.

25. Pengembangan situs web adalah aktivitas yang dilakukan

dalam rangka memperluas dan memperdalam situs web, baik
dari sisi content, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya
26. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola
operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin
berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem

serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan
komputer.

27. Reporter adalah sesorang yang melakukan aktivitas pelaporan
kepada seseorang, seckelompok orang, atau sekelompok
masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan
pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa
sumber.

28. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa
dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di
anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau
informasi.

29. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah
suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa

sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi
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pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang
di perlukan.

30. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang
menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk
bisa melakukan resource sharing

31. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul
sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa
perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung
melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara
bersama.

32. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik
satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Gorontalo dengan website www.gorontalokab.go.id

33. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
mengumumkan, menganalisis, dan/ atau menyvebarkan

informasi.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontalo adalah untuk mengatur penyelenggaraan
website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 7

Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan
website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta
informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya

peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui

jaringan internet.
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b BAB III
. WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Bagian Kesatu
Penggunaan Domain dan Subdomain
Pasal 5

(1) Website Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah situs resmi
Pemerintah Kabupaten Gorontalo di internet dalam rangka
menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

(2) Website Pemerintah Kabupaten Gorontalo terdiri dari website

induk dan subdomain website OPD, subdomain website desa

Pasal 6

(1) Website Induk adalah website resmi Pemerintah Kabupaten
Gorontalo yang memuat informasi-informasi umum mengenai
penyelenggaraan pemerintshan, pembangunan dan
kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Gorontalo;

(2) Pengalamatan website induk Pemerintah Kabupaten Gorontalo

menggunakan alamat domain www.gorontalokab.go.id

Pasal 7

(1) Website OPD adalah website resmi OPD di lingkungan
%’ Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang memuat informasi-
informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh
OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
(2) Pengalamatan website OPD menggunakan sub domain
Pemerintah Kabupaten Gorontalo dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Website Desa adalah website resmi Desa di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang memuat informasi-

informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
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pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh
Desa bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya,
(2) Pengalamatan website Desa menggunakan sub domain
Pemerintah Kabupaten Gorontalo dibuat sesuai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bagi OPD, Desa yang belum memiliki website, dapat
memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian,

informasi lingkup OPD dan Desa tersebut.

Bagian Kedua
Pendaftaran Nama Domain Perangkat Daerah

Pasal 10

(1) Kepala  Perangkat daerah mengajukan permohonan
pendaftaran Nama Domain kepada Sekretaris Daerah.
(2) Dalam hal ini mengajukan Nama Domain Perangkat Daerah,
Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan :
a. Surat permohonan Nama Domain Perangkat Daerah.
b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan
Perangkat Daerah.
c. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain ; dan
d. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Identitas
Pegawai Tetap pada Perangkat Daerah.
(3) Dalam hal mengajukan pendaftaran Nama Domain Layanan
Publik , harus melampirkan :
a. Surat permohonan Nama Dormain Layanan Publik
b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar
penvelenggaraan pelayanan publik;
c. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
d. Fotocopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atau Kartu Identitas
Pegawai Tetap.
(4) Pengajuan Nama Domain Perangkat Daerah, diajukan atas

sepengetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah
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yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

t /

Bagian Kedua
Pendaftaran Nama Domain Desa

Pasal 11

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pendaftaran Nama
Domain kepada Sekretaris Daerah.

(2) Dalam hal mengajukan Nama Domain Desa, Kepala Desa
harus melampirkan :
a. Surat permohonan Nama Domain Desa;,
b. Peraturan perundangan yang menjadi dasar pembentukan

pemerintah desa;

¢. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
d. Kartu Identitas Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pengajuan Nama Domain

Pasal 12

Nama Domain yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah
diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV
KONTEN WEBSITE

Pasai 13

(1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Gorontalo
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 pada prinsipnya memuat
informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

(2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah

memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dar.,
akurat
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@ Pasal 14

(1) Website pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana
dimaksud Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten
unhealth (mengandung unsur SARA, kekerasan, sadisme,
KDRT dan pornografi) atau melawan hukum atau tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat 1 haruslah
memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan
akufat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 15

(1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website,
dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
a. Studi kelayakan;

b. Ketersediaan anggaran;
¢. Sumber daya manusia;
d. Infrastruktur;

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website
harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

(3) Setiap perencanaan website harus berpedoman pada
standardisasi pembangunan website, dengan memperhatikan

aspek tujuan, sasaran dan isi website

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
BAGIAN KESATU
Pembangunan

Pasal 16

(1) Setiap pembangunan website harus menggunakan pedoman
standardisasi pembangunan website yang Dberlaku di
lingkungan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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& (2) Pembangunan  website  harus memperhatikan aspek
interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website
induk.

BAGIAN KEDUA
Pengembangan

Pasal 17

(1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta
informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang
terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan
pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data
sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
mencantumkan detail teknis perubahan dan

pengembangannya.

(3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangari
sebagaimana di maksud pada ayat (1), disampaikan kepada

Dinas Komunikasi dan Informatil:a Kabupaten Gorontalo.

BAB VII
PENGENDALIAN

% Pasal 18

(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan
untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di
lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian teknis;
b. Pengendalian konten.

Pasal 19

(1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada pasal 13
ayat (2) point a adalah pengendalian terhadap aspek teknis

website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan
lancar;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(1)

-12-

Pengendalian teknis dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Gorontalo.

Pasal 20

Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada pasal 18
ayat (2) point b adalah pengendalian terhadap aspek konten
website untuk memastikan konten-konten yang disajikan
bersifat actual dan akurat serta tidak menyimpang dari
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pengendalian konten untuk website OPD, website Desa
dilakukan oleh masing-masing pengelola website;

Pengendalian konten untuk website induk dilakukan secara
bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, OPD, dan

Desa yang ikut menyajikan informasinya di website induk.

BAB VIII
ORGANISASI PENGELOLA WEB

Pasal 21

Setiap website OPD, website Desa yang telah terbangun harus
dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala OPD, Desa
dan/atau unit kerja yang bersangkutan

Struktur organisasi pengelola web paling sedikit meliputi
pekerjaan entry data, administrator sistem dan konten.

Untuk kelancaran tugas pejabat sebagaimana di maksud pada
ayat (1), dapat di bentuk tim redaksi yang bekerja secara
harian.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 22

Setiap OPD dan Desa wajib menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada

Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Gorontalo
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‘ (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola
dan kegiatan hunting data.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website
OPD, website Desa dan website induk disampaikan oleh Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan

website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Diundangkan di Limboto .
pada tanggal \( F&Bma\n o8
SEKRETARIS KABUPATEN GORONTALO,

-

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 2
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(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola
dan kegiatan hunting data.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website
OPD, website Desa dan website induk disampaikan oleh Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan
website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto .
?datanggal‘g Y bryan Jold
S>BUP; ONTALO,

Diundangkan di Limboto
pada tanggal \§ Pelyn,an 2w (8
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

JAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 25
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@ (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola
dan kegiatan hunting data.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website
OPD, website Desa dan website induk disampaikan oleh Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan

website di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP
Paszal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN GORONTALO,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR



LAMPIRAN 1
PERATURAN

NOMOR 2

BUPATI GORONTALO

> TAHUN 2018

TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DAFTAR NAMA DOMAIN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

NO

NAMA INSTANSI

FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN

2

3

SEKRETARIS DAERAH

setda.gorontalokab.go.id

inspektorat.gorontalokab.go.id

INSPEKTORAT
BADAN KEUANGAN badankeuangan.gorontalokab.go.id
BADAN PERENCANAAN badanperencanaan.gorontalokab.go.id

BADANKEPEGAWAIAN DIKLAT

bkd.gorontalokab.go.id

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ppa.gorontalokab.go.id

BADAN KESBANGPOL

kesbangpol.gorontalokab.go.id

BADAN NARKOTIKA

badannarkotika.gorontalokab.go.id

Ll R N o] g AW D

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

dikbud.gorontalokab.go.id

~




dinassosial.gorontalokab.go.id

10. DINAS SOSIAL

11. DINAS KESEHATAN dikes.gorontalokab.go.id

12. DINAS PERTANIAN distan.gorontalokab.go.id

13. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG pu.gorontalokab.go.id

14. DINAS KETAHANAN PANGAN ketahananpangan.gorontalokab.go.id
15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL dukcapil.gorontalokab.go.id

16. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA disporapar.gorontalokab.go.id
17. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN perpusda.gorontalokab.go.id

18. DINAS LINGKUNGAN HI(DUP DAN SDM lingkunganhidup.gorontalokab.go.id
19. | DINAS KOPERASI UMKM koperasi.gorontalokab.go.id

20. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN perindag.gorontalokab.go.id
21. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI nakertrans.gorontalokab.go.id.'-J
22 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH bpbd.gorontalckab.go.id

23. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB kb.gorontalokab.go.id

24, DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KAWASAN PERUMAHAN perkim.gorontalokab.go.id

25. DINAS PERHUBUNGAN perhubungan.gorontalokab.go.id
26. DINAS PENANAMAN MODAL ptsp.gorontalokab.go.id

27. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA bpmdesgorontalokab.go.id

28. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN litbang.gorontalokab.go.id

29. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA kominfo.gorontalokab.go.id
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perikanan.gorontalokab.go.id

30. DINAS PERIKANAN
31. SATUAN PAMONG PRAJA satpol.gorontalokab.go.id
32. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN keswan.gorontalokab.go.id
33. BAGIAN UMUM SETDA umum.gorontalokab.gp.id
34. BAGIAN KEHUMASAN DAN PROTOCOLER SETDA humas.gorontalokab.go.id
35. BAGIAN ORTALA SETDA ortala.gorontalokab.go.id
36. BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SETDA ekonomi.gorontaiokab.go.id
37. BAGIAN HUKUM SETDA hukum.gorontalokab.go.id
38. BAGIAN KESRA SETDA B kesra.gorontalokab.go.id o
39. BAGIAN PEGADAAN BARANG DAN JASA SETDA pengadaan.gorontalokab.go.id
40. BAGIAN KERJASAMA GLOBAL SETDA global.gorontalokab.go.id
NO KECAMATAN FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
1. LIMBOTO limboto.gorontalokab.go.id
2. LIMBOTO BARAT limbotobarat.gorontalokab.go.id
3. | BONGOMEME bongomeme.gorontalokab.go.id
4. TELAGA telaga.gorontalokab.go.id
5. TELAGA JAYA telagajaya.gorentalokab.go.id
6. TELAGA BIRU telagabiru.gorontalokab.go.id
7. BILATO bilato.gorontalokab.go.id
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batudaa.gorontalokab.go.id

8. | BATUDAA

9. DUNGALIYO dungaliyo.gorontalokab.go.id

10. |BILUHU biluhu.gorontalo.go.id

11. | TABONGO tabongo.gorontalo.go.id

12. | TOLANGOHULA tolangohula.gorontalo.go.id

13. | MOOTILANGO mootilango.gorontalo.go.id

14. | ASPARAGA asparaga.gorontalo.go.id

15. | BOLIYOHUTO bolivohuto.gorontalokab.go.id

16. | PULUBALA pulubala.gorontakab.go.id

17. | TIRAWA tibawa.gorontalokab.go.id

18. | BATUDAA PANTAI batudaapantai.gorontalokab. go.id

19. | TILANGO tilango.gorontalokab.go.id

[ NO KELURAHAN FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN

1. KAYUBULAN Kayubulan-limboto.go.id

2. MALAHU Malahu-limboto.go.id

3. BIYONGA Biyonga-limboto.go.id

4. HEPUHULAWA Hepuhulawa-limboto.go.id

S. BULOTA Bulota-limboto.go.id

6. DUTULANAA Dutulanaa-limboto.go.id
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HUTUO Hutuo-limboto.go.id

BONGOHULAWA Bongohulawa-limboto.go.id
9. KAYUMERAH Kayumerah-limboto.go.id
10. | BOLIHUANGGA Bolihuangga-limboto.go.id
11. | TENILO Tenilo-limboto.go.id
12. | HUNGGALUWA Hunggaluwa-limboto.go.id
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Hutuo-limboto.go.id

HUTUO
8. BONGOHULAWA Bongohulawa-limboto.go.id
0. KAYUMERAH Kayumerah-limboto.go.id
10. | BOLIHUANGGA Bolihuangga-limboto.go.id
11. |TENILO Tenilo-limboto.go.id
12| HUNGGALUWA Hunggaluwa-limboto.go.id
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BONGOMEME BONGOHULAWA bongohulawa.desa.id/bongohulawa-bongomeme.desa.id
AMBARA ambara.desa.id /ambara- bongomeme.desa.id
AYUHULA Ayula.desa.id/ayula- bongomeme.desa.id
BATU LORENG batuloreng.desa.id/batuloreng- bongomeme.desa.id
BATULAYAR batulayar.desa.id/batulayar- bongomeme.desa.id
BONGOMEME bongomeme.desa.id/bongomeme- bongomeme.desa.id
DULAMAYO dulamayo.desa.id/dulamayo- bongomeme.desa.id
DUNGALIYO dungaliyo.desa.id/dungaliyo- bongomeme.desa.id
HUNTU LO HULAWA huntulohulawa.desa.id/ huntulohulawa.-

bongoineme.desa.id
KALIYOSO kaliyoso.desa.id /kaliyoso- bongomeme.desa.id
MOLANIHU molanihu.desa.id /molanihu- bongomeme.desa.id
MOLAS molas.desa.id/molas- bongomeme.desa.id
- MOLOPATODU molopaodu.desa.id/moiopatodu- bongomeme.desa.id

OTOPADE otopade.desa.id/otopade- bongomeme.desa.id
TOHUPO tohupo.desa.id/tohupo- bongomeme.desa.id
UPOMELA upomela.desa.id/upomela- bongomeme.desa.id

TELAGA BULILA bulila.desa.id /bulila-telaga.desa.id
DULGCHUPA dulohupa.desa.id /dulohupa- telaga.desa.id

DULAMAYO BARAT

dulamayobarat.desa.id/ dulamayobarat - telaga.desa.id

DULAMAYO SELATAN

dulamayoselatan.desa.id/ dulamayoselatan - telaga.desa.id
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LUHU luhu.desa.id/luhu- telaga.desa.id
MONGOLATO mongolato.desa.id/mongolato- telaga.desa.id
PILOHAYANGA pilohayanga.desa.id/pilohayanga- telaga.desa.id
PILOHAYANGA BARAT pilohayangabarat.desa.id/ pilohayangabarat -

telaga.desa.id
TELAGA JAYA BUHU buhu.desa.id/buhu- telagajaya.desa.id

BULOTA bulota.desa.id/bulota- telagajaya.desa.id
BUNGGALO bunggalo.desa.id/bunggalo- telagajaya.desa.id
HUTADAA hutadaa.desa.id/hutadaa- telagajaya.desa.id
LUWOO luwoo.desa.id /luwoo- telagajaya.desa.id

TELAGA BIRU

DULAMAYO UTARA

dulamayoutara.desa.id/dulamayoutara- telagabiru.desa.id

DUMATI

dumati.desa.id/dumati- telagabiru.desa.id

LUPOYO lupoyo.desa.id /lupoyo- telagabiru.desa.id

MADELIDU madelidu.desa.id/madelidu- telagabiru.desa.id
PANTUNGO rantungo.desa.id/pantungo- telagabiru.desa.id
PENTADIO BARAT pentadiobarat.desa.id/pentadiobarat- telagabiru.desa.id
PENTADIO TIMUR pentadiotimur.desa.id/pentadiotimur- telagabiru.desa.id
TALUMELITO talumelito.desa.id /talumelito- telagabiru.desa.id
TIMUATG timuato.desa.id/timuato- telagabiru.desa.id

TINELO tinelo.desa.id/tinelo- telagabiru.desa.id

TULADENGGI tuladenggi.desa.id /tuladenggi- telagabiru.desa.id
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9-
ULAPATO ulapato.desa.id /ulapato- telagabiru.desa.id
TAPALULUO tapaluluo.desa.id /tapaluluo- telagabiru.desa.id
BILATO BILATO bilato.desa.id /bilato-bilato.desa.id
TAUAA tauaa.desa.id /tauaa- bilato.desa.id
TOTOPO totopo.desa.id /totopo- bilato.desa.id
BATUDAA BARAKATI barakati.desa.id /barakati- bilato.desa.id
BUA bua.desa.id/bua- batudaa.desa.id
DUNGGALA dunggala.desa.id/dunggala- batudaa.desa.id
HUNTU huntu.desa.id/huntu- batudaa.desa.id
ILOHUNGA ilohunga.desa.id/ilohunga- batudaa.desa.id N
ILUTA iluta.desa.id/iluta- batudaa.desa.id
PAYUNGA payunga.desa.id/payunga- batudaa.desa.id
PILOBUHUTA pilobuhata.desa.id/pilcbuhuta- batudaa.desa.id
DUNGALIYO AMBARA ambara.desa.id/ambara-dungaliyc.desa.id
AYULA ayula.desa.id/ayula-dungaliyo.desa.id ]
BONGOMEME bongomeme.desa.id/bongomeme-dungaliyo.desa.id
DUNGALIYO dungaliyo.desa.id/dungaliyo-dungaliyo.desa.id
DUWANGA duwanga.desa.id/duwanga-dungaliyo.desa.id
KALIYOSO kaliyoso.desa.id/kaliyoso-dungaliyo.desa.id
PANGALAA pangadaa.desa.id/pangadaa-dungaliyo.desa.id
MOMALA momala.desa.id/momala-dungaliyo.desa.id

~
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bandungrejo.desa.id /bandungrejo-boliyohuto.desa.id

15 | BOLIYOHUTO BANDUNG REJO
BUMELA bumela.desa.id/bumela-boliyohuto.desa.id
DILONIYOHU diloniyohu.desa.id/diloniyohu-boliyohuto.desa.id
ILOMATA ilomata.desa.id /ilomata-boliyohuto.desa.id
LAMAHU lamahu.desa.id /lamahu-boliyohuto.desa.id
MOGOLITO mongolito.desa.id/mongolito-boliyohuto.desa.id
MOTODUTO motodito.desa.id/ motodito-boliyohuto.desa.id'
PARUNGI parungi.desa.id/ parungi-boliyohuto.desa.id
POTANGA potanga.desa.id /potanga-boliyohuto.desa.id

- SIDO MULYO sidomuiyo.desa.id /sidomulyo-boliyohuto.desa.id

SIDODADI sidodadi.desa.id /sidodadi-boliychuto.desa.id

16 | PULUBALA AYUMOLINGO ayumolingo.desa.id /ayumolingo-pulubala.desa.id
BAKTI bakti.desa.id/bakti-pulubale.desa.id
MOLALAHU molalahu.desa.id/molalahu-pulubala.desa.id

- MOLAMAI{U molamahu.desa.id/molamahu-pulubala.desa.id

MULYONEGORO mulyonegoro.desa.id /mulyonegoro-pulubala.desa.id
PONGONGAILA pongongaila.desa.id /pongongaila-pulubala.desa.id
PUNCAK puncak.desa.id /puncak-pulubala.desa.id
TOYDITO toydito.desa.id /toydito-pulubala.desa.id
TRIDARMA tridarma.desa.id /tridarma-pulubala.desa.id

17 | TIBAWA BALAHU balahu.desa.id/balahu-tibawa.desa.id
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BOTUMOPUTIH botumoputih.desa.id/botumoputih-tibawa.desa.id
BUHU buhu.desa.id /buhu-tibawa.desa.id
DATAHU datahu.desa.id/datahu-tibawa.desa.id
DUNGGALA dunggala.desa.id/dunggala-tibawa.desa.id
ILOMATA ilomata.desa.id/ilomata-tibawa.desa.id
ILOPONU iloponu.desa.id/iloponu-tibawa.desa.id |
ISIMU RAYA isimuraya.desa.id /isimuraya-tibawa.desa.id
ISIMU SELATAN isimuselatan.desa.id /isimuselatan-tibawa.desa.id
ISIMU UTARA isimuutara.desa.id/isimuutara-tibawa.desa.id
LABANU o labanu.desa.id /labanu-tibawa.desa.id
MOLOWAHU molowahu.desa.id/ molowahu -tibawa.desa.id
MOTILANGO mootilango.desa.id/ mootilango -tibawa.desa.id
REKSONEGCRC reksonegoro.desa.id/ reksonegoro -tibawa.desa.id
TGLOTIO tolotio.desa.id/ tolotio -tibawa.desa.id
18 | BATUDAA PANTAI BILUHU TIMUR biluhutimur.desa.id/ biluhutimur -batudaapantai.desa.id
BONGO bongo.desa.id/ bongo-batudaapantai.desa.id
KAYUBULAN kayubulan.desa.id/ kayubulan -batudaapantai.desa.id
LAMU lamu.desa.id/ lamu-batudaapantai.desa.id
LOPO lopo.desa.id /lopo -batudaapantai.desa.id
OLIMOO’O Olimoo’c.desa.id/ Olimoo’o -batudaapantai.desa.id
TONTAYUO tontayuo.desa.id/ tontayuo -batudaapantai.desa.id
) HUKOS | SISPD ] AS 2 | SEKDA [wAgUP
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19 | TILANGO DULOMO dulomo.desa.id /dulomo -tilango.desa.id
ILOTIDEA ilotidea.desa.id /ilotidea -tilango.desa.id
LAUWONU lauwonu.desa.id /lauwonu -tilango.desa.id
TABUMELA tabumela.desa.id/tabumela -tilango.desa.id
TENGGELA tenggela.desa.id /tenggela -tilango.desa.id
TILOTE dtilote.desa.id / tilote -tilango.desa.id
TUALANGO tualango.desa.id/ tuaiango -tilango.desa.id
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19 | TILANGO DULOMO dulomo.desa.id/dulomo -tilango.desa.id
ILOTIDEA ilotidea.desa.id /ilotidea -tilango.desa.id
LAUWONU lauwonu.desa.id /lauwonu -tilango.desa.id
TABUMELA tabumela.desa.id/tabumela -tilango.desa.id
TENGGELA tenggela.desa.id /tenggela -tilango.desa.id
TILOTE dtilote.desa.id /tilote -tilango.desa.id
TUALANGO tualango.desa.id/ tualango -tilango.desa.id
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PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Abudi Ilahude Nomor: 090 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto

Kepada
Dari
Nomor
Tanggal
Hal
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Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo tentang
Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo

IL

IIL.

Persoalan

a) bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan electronic
government (e-government),maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan situs web
sebagai media resmi pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai
informasi pemerintahan kepada masyarakat;

b) bahwa sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Gorontalo di internet,
diperlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan website-website Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang menjadi
subdomain gorontalokab.go.id dalam penyediaan data dan informasi, sehingga
berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan
peningkatan pelayanan publik;

Peranggapan

c) Maksud dari pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat
berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. :

d) Pendayagunaan Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini
bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan
dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan

upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan

internet.

Fakta-fakta yang mempengaruhi.

Bahwa Website Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah situs resmi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo ci internet dalam rangka menyampaikan informasi

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat

it



IV. Analisis

¢) Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan Pengelolaan Website Pemerintah
Kabupaten Gorontalo yang baik dan terintegrasi , maka harus didukung oleh
adanya payung hukum guna memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan
Website Pemerintah Daerah.

d) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami mengajukan
permohonan untuk penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pendayagunaan

Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

V. Pertimbangan dan Saran

Bahwa Berdasar pada uraian diatas maka dengan hormat disampaikan kepada Bapak
Bupati Gorontalo bahwa Terbitnya peraturan Bupati Gorontalo tentang Pendayagunaan
Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo merupakan hal yang penting

dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Website Pemerintah
Kabupaten Gorontalo.

+ /
Demikian disampaikan, atas Pertimbangan, persetujuan dan perkenan Bapak

Bupati Gorontalo diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Kepaka Dinas
Asisten Perekonomian dan Pembangunan ~ Komunikasi dan Infotnat; a Kab.Gorontalo,k
Setda Kab. Gorontalo
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